GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 404{KEP/HK/2024

TENTANG
PENETAPAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEBAGAI SEKRETARIAT PENYULUH ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,
perlu dilakukan upaya pencegahan korupsi sejak dini
dimana salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan,
penyuluhan, serta sosialisasi antikorupsi;

b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor:
B/1210/KSP.00/70-73/03/2024 perihal Area, Indikator,
dan Sub indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah
Tahun 2024, memerintahkan kepada semua daerah untuk
menetapkan Inspektorat sebagai Sekretariat Penyuluh
Antikorupsi (PAKSI);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
tentang Penetapan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara
Timur sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang....




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangsUndang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturatt Dastadt Nomior 9 2 Tahun 2016 tenitang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6
Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
BSusunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2023 Nomor 006, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 0130);

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021
Nomor 052};

' MEMUTUSKAN....




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

: Penetapan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagai Sekretariat Penyuluh Antikorupsi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan
sebagai Pusat Koordinasi Agenda Sosialisasi dan Penyuluhan
Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 YWOVEMRER 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSAN

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Penyuluh Antikorupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
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